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Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan transportasi massal mengakibatkan munculnya sarana angkutan alternatif lain seperti ojek. Saat ini ojek terus berkembang seiring perkembangan jaman, ojek tidak hanya ada di pangkalan ataupun ujung gang dan di tengah pemukiman warga, tapi kini ojek sudah disentuh dengan teknologi canggih melalui aplikasi handphone, sehingga ojek pangkalan kini tersaingi oleh kehadiran ojek online.
Kini ojek online sudah menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat di kota-kota besar karena daya tempuhnya relatif cepat dan mampu menembus kemacetan parah. Tak hanya itu, ojek online mampu menembus lorong-lorong sempit, atau jalan tikus dan memberikan layanan secara door to door. Tarif yang ditawarkan juga relatif terjangkau dan tidak membebani warga.
Namun demikian, ojek tidak diatur dalam undang undang bahkan bisa dikatakan melanggar undang undang, sehingga keberadaan ojek dianggap illegal meskipun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, perlu adanya aturan mengenai ojek di dalam undang undang agar dapat beroperasi secara legal.
Penelitian dilakukan untuk melihat dan mengetahui apakah ojek online melanggar peraturan perundangundangan dan bagaimana sikap pemerintah terhadap ojek online jika mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang terfokus pada mengkaji dari kaidah-kaidah, dan norma-norma dalam hokum positif. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan ojek melanggar undang undang, sehingga pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ). Tujuannya agar keberadaan ojek yang saat ini sudah menjamur dan menyebar ke seluruh kota-kota besar di Indonesia punya legalitas hukum yang jelas.
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